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TENTANG

PEMBERIAN TUNJANGAN PAKAIAN DINAS
KEPADA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRO
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR
TAHUN ANGGAR.AN 2012

OENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR,
bahwa dalam rangka mendorong peningkatar. kerja, peranan serta

fungsi dan tugas Pimpinan dan Anggota DPRD perlu disediakan Pakaian
Dinas;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dengan

iluruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian
Tunjangan Pakaian Dinas kepada Pimpinan dan Anggota DPRD
Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan can

Kedudukan MPR, DPR, DPD dan OPRD (Lembaran Negara RI Taht.?l
2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4310);

. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukcr:

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Rl Tahun 200,;
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4389);

. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan

KeuanganAntara Pemerintah Pusatdan Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Rl
Nomor 4438);

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang PerubahanKeduaAtas

Undang-Undang Rl Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);




Menetapkan

10.

11.

12.

13.

14.

15.

. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pembentukan

Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Provinsi Sulawesi Utara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 102,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4875);

. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan ternbaran Negara Republik Indonesia Nomor
4578);

. Peraturan Pernerintah  Nomor21 Tahun 2007 tentang PerubahanKetiga

Atas Peraturan Pemerintah Nornor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan.dan Anggota DPRD (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan
LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4712);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis
dan Bentuk Produk HukumDaerah;

Peraturan 'Menteri Dalam, Negeri Nomor 5~ Tahun 2007 tentang
Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang PedomanPengelolaanKeuanganOaerabh;

Keputusan Gubernur Sulawe,si utara Nomor 25 Tahun 2010 tentang
Peresmian, Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten BolaangMongondow limur;

Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow llmur Nomor |
Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2011;

Peraturan Bupati Bolaang Mongondéw Timur Nomor 7 Tahun 2011
teritang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
xabupaten BolaangMongondowTimur Tahun Anggaran 2011;

Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupater. Bolaang
Mongondow Timur Nomor 1 Tahun 2010 tentang Peraturan Tata Tertib
Dewan Perwakllan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow
Timur;

MEMUTIJSKAN:

PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR TENTANG
PEMBERIAN TUNJANGAN PAKAIAN DINAS KEPADA PIMPINAN DAN
ANGGOTADPRD KABUPATEN BOLAANG MONGONDOWTIMUR TAHUN
ANGGARANO012.

BAB |
KETENTUANJMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang di maksuddengan :
1. PemerintahDaerah adalah Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.




2. Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow Timur.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

4. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakll Ketua DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow

Timur.

5. Anggota DPRD adalah anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur yang
diresmikan keanggotaannya sebagai anggota DPRD dan telah mengucapkan sumpah /

janji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Tunjangan Kesejahteraan adalah Tunlangan yang disediakan kepada Pimpinan dan

Anggota DPRD yang antara lain berupa Pakaian Dinas.

BAB ||
BESARAN PEMBERIAN TUNJANGAN PAKAIAN DINAS

Pasal 2

Pimplnan dan Anggota DPRD 'Kabupaten Bolaang Mongondow Timur diberikan Pakaian
Dinas yang diatur sebagai berikut :

a. Pakai Sipil Resmi ( PSR ) Rp.  2000.000,- / Pasang
b. Pakaian Slpil Harian ( PSH ) Rp.  1.500.000,- / Pasang
¢. Pakaln Dinas Harian ( PDH ) Rp. ~ 1.500.000- / Pasang

(sesuai dengan kebutuhan )

Pasal 3
Tata cara pembayaran dan pertanggungjawaban Tunjangan Pakaian Dinas sebagaimana
dmaksud pada pasal 2 peraturan ini diaksanakan dan atau berpedoman pada peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4
Biaya dan atau pengeluaran Tunjangan Pakaian Dinas kepada Pimpinan dan Anggota

DPRD dlbebankan pada APBD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur rnelalui Anggaran
Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

BAB Il
KETENTUAN PEr~UTUP

Pasal 5

- Peraturan Bupati Ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setlap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

Ditetapkan di Tutuyan
pada tanggal /O -,~c¢-,"JOr 2012

BUPATI BOLAANGMONGONDOW TIMUR,




